Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal
322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tinggkat II Ternate
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Insonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4338);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun
2018 Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Kota Ternate Nomor 25
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Ternate Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Ternate Tahun 2019 Nomor 196)



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Menetapkan :

Pasal 1

(1) Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional,

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan
dengan laporan kinerja dan ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahan daerah.

mo o0 o

Pasal 2

Laporan Realisasi anggaran tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan

b. Belanja
Surplus/Defisit

c. Pembiayaan
1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Pembiayaan Netto
SILPA sebelum Koreksi
Koreksi SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan

Rp. 980.725.838.061,12
Rp. 974.453.146.494,88
Rp. 6.272.691.566.24

Rp. (8.162.407.839,08)
Rp. 5.000.000.000.00
Rp.(13.162.407.839,08)
Rp. (6.889.716.272,84)
Rp. 2.083.201.723,00

Rp.(4.806.514.549,84)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.
69.549.372.938,88 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan
Setelah Perubahan

Rp. 1.050.275.211.000,00



2. Realisasi Rp. 980.725.838.061,12
Selisih Lebih (Kurang) Rp. (69.549.372.938,88)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.
105.753.879.209,12 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan Rp. 1.079.426.101.200,00
2. Realisasi Rp. 973.708.221.990,88
Selisih Lebih Kurang Rp. (105.753.879.209,12)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.
36.727.691.566,24 dengan rincian sebagai berikut:
1. Surplus/(defisit)

Setelah Perubahan Rp. (30.000.000.000,00)
2. Realisasi Rp. 6.272.691.566,24
Selisih Lebih Kurang Rp. 36.727.691.566,24

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. (43.162.407.839,08 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan

Setelah Perubahan Rp. (35.000.000.000,00)
2. Realisasi Rp. (8.162.407.839,08)
Selisih Lebih Kurang Rp. (43.162.407.839,08)

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
2. Realisasi Rp. 5.000.000.000,00
Selisih Lebih (Kurang) Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.
(43.162.407.839,08) dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan neto

Setelah Perubahan Rp. 30.000.000.000,00

2. Realisasi Rp.(13.162.407.839,08)

Selisih Lebih (Kurang) Rp.(43.162.407.839,08)
Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf
b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019
adalah sebagai berikut :

a. Saldo Aawal SAL Rp.(8.162.407.839,08)

b. SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran Rp.(4.806.514.549,84)

c. Saldo Akhir SAL 2019 Rp.(4.806.514.549,84)
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢, sampai dengan 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 2.482.041.788.170,99

b. Jumlah Kewajiban Rp. 36.614.883.310,88

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.2.445.426.904.860,11




Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai
berikut:

a.

Pendapatan LO

b. Beban LO

St 0 Q0

Surplus/Defisit Dari Operasi
. Defisit Penghapusan Aset

. Surplus/Defisit-LO

. Defisit dari Keg Non Operasional
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
. Beban Luar Biasa

Pasal 7

Rp. 984.141.178.913,13
Rp. 859.577.849.959,08
Rp. 124.563.328.954,05
Rp. 0,00

Rp. 687.359.852,00

Rp. 123.875.969.102,05
Rp. 617.580.000,00

Rp. 123.258.389.102,05

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e,untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai
berikut:

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2019

b

. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

c. Arus kas Bersih dari Investasi/

Aset Non Keuangan

d. Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan

e. Arus kasdari Aktivitas Non Anggaran

f.

h
1.
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Kas di Bendahara Penerimaan
g. Kas di Bendahara Pengeluaran

. Kas di FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya

Rp. 2.541.989.913,24
Rp. 229.908.956.717,01

Rp. (223.513.188.770,01)
Rp. (5.000.000.000,00)
Rp.(903.541.493,42)

Rp. 1.004.913.000,00

Rp. 0,00

Rp. 2.320.806.457,16

Rp. 28.641.007,32

Rp. 710.982.560,01

k. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2019 Rp. 4.562.837.822,82

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, yang
berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

a.

;o a0 o

EkuitasAwal
Surplus/Defisit-LO

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Koreksi Kuitas Lainnya

Ekuitas Akhir

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

Pasal 9

Rp. 2.316.339.423.764,80
Rp. 123.258.389.102,05
Rp. 0,00

Rp. (5.829.091.993,26)
Rp.0,00

Rp. 2.445.426.904.860,11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g,
Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini, terdiri dari :



a. Lampiran I
Lampiran I.1
Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiranl.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6

Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran [.10
Lampiran I.11

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut UrusanPemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan Pemerintahan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerahmenurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi, realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
Pengelolaan keuangan Negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar Penyertaan Modal (investasi)
daerah;

Daftar Realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahana
pengurangan aset lainya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah;dan.

Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah;

Laporan Perubahan Saldo anggaran
Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Catatan Atas laporan Keuangan; dan.
Iktisar Laporan Keuangan Perusahan
Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahan
daerah tercantum dalam lampiran IV.1 Peraturan daerah ini.

Pasal 12

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 5 Oktober 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,
ttd

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 200

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ( 2/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAIU,. AGIAN HUKUM

MUHAMMAD ASYKIN, §.H.,M.H
PEMBINA
NIP: 19751013 2002 12 1 002




